Yth.

di

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
Pejabat Tinggi Madya;
2. Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat
Pengawas, dan Pejabat Fungsional;
3. Staf Pelaksana dan pegawai NonPNS di lingkungan

Kementerian Perindustrian;

Tempat

SURAT EDARAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG
PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI
DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

Latar Belakang

Bahwa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 di Indonesia,
Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam
Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-
19), Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan
Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019
(Covid-19), Keputusan Presiden 12 Tahun 2020 tentang Penetapan
Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
Sebagai Bencana Nasional, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar
Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
(Covid-19}.

Bahwa untuk mempercepat penanganan COVID-19, telah dilakukan
penyesuaian sistem kerja Aparatur Sipil Negara selama masa
kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19 yang semula bekerja
dari kantor (work from office) menjadi bekerja dari rumah (work from

home) melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur



Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang
Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya
Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi
Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga
Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian
Sistem Kerja Aparatur Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran
COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah

Bahwa dengan berakhirnya jangka waktu Surat Edaran Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54
Tahun 2020 dimaksud dan untuk melakukan pencegahan dan
pengendalian penyebaran COVID-19, perlu dilakukan penyesuaian
kembali sistem kerja bagi pegawai di lingkungan Kementerian
Perindustrian.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, perlu menerbitkan Surat
Edaran Menteri Perindustrian tentang Penyesuaian Sistem Kerja
Pegawai Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di

Lingkungan Kementerian Perindustrian.

Maksud dan Tujuan

1. Maksud
Surat Edaran dimaksudkan sebagai pedoman bagi pimpinan
unit kerja dan pegawai di lingkungan Kementerian
Perindustrian dalam melaksanakan tugas dan fungsi melalui
sistem bekerja dari kantor (work from office) dan bekerja dari
rumah (work from home) serta penerapan protokol kesehatan
pencegahan dan pengendalian penyebaran COVID-19.

2. Tujuan
Surat Edaran ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan
tugas dan fungsi tetap dapat berjalan dengan baik dengan tetap
memperhatikan penerapan protokol kesehatan pencegahan dan

pengendalian penyebaran COVID-19.



Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat:

1.
2.
3.

Sistem Kerja Pegawai;

Penyelenggaraan Kegiatan dan Perjalanan Dinas;

Penerapan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian
Covid-19; dan

Pelaporan Kesehatan Pegawai.

Dasar

1.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara;

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang
Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan
Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019
(COVID-19);

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan
Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) Sebagai Bencana Nasional,

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang
Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan
Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di
Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung

Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi.



Isi

Sistem Kerja Pegawai

Pegawai Negeri Sipil dan pegawai nonPNS di lingkungan

Kementerian Perindustrian kembali bertugas di kantor dengan

ketentuan sebagai berikut:

a.

pejabat eselon I, eselon II, eselon IIlI, dan Kepala UPT di
lingkungan Kementerian Perindustrian bekerja dari kantor
(work from office) dengan tetap melaksanakan protokol
kesehatan;

pimpinan unit kerja menjadwalkan pejabat eselon IV,
pejabat fungsional, pelaksana, dan pegawai nonPNS di
lingkungan unit kerjanya masing-masing sebanyak 50%
pegawai untuk bekerja dari kantor (work from office) dan
50% pegawai untuk bekerja dari rumah (work from home)
secara bergantian dengan tetap menjamin kualitas
pelayanan berjalan dengan baik;

khusus untuk unit pendidikan, pejabat eselon IV bekerja
dari kantor (work from office);

pegawai yang bekerja dari rumah (work from home) dilarang
meninggalkan rumah; dan

tunjangan kinerja tetap diberikan kepada Pegawai Negeri
Sipil yang bekerja dari rumah (work from home).

Penyelenggaraan Kegiatan dan Perjalanan Dinas

a.

seluruh penyelenggaraan tatap muka yang menghadirkan
banyak peserta agar ditunda atau dibatalkan;
penyelenggaraan rapat-rapat agar dilakukan sangat selektif
sesuai tingkat prioritas dan urgensi yang harus
diselesaikan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan
komunikasi atau melalui media elektronik yang tersedia;
apabila berdasarkan urgensi yang sangat tinggi harus
diselenggarakan rapat dan/atau kegiatan lainnya di kantor,
agar memperhatikan jarak aman antar peserta rapat
(physical distancing);

perjalanan dinas dalam negeri agar dilakukan secara
selektif dan sesuai tingkat prioritas dan urgensi yang harus
dilaksanakan;



e. melakukan penundaan perjalanan dinas ke luar negeri;

dan

f.  bagi pegawai yang baru kembali dari perjalanan dinas ke

daerah

terjangkit COVID-19, diwajibkan melakukan

karantina mandiri di rumah dan pemantauan mandiri

selama 14 (empat belas) hari terhadap gejala yang timbul

dan mengukur suhu 2 (dua) kali sehari.

3. Penerapan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian

Covid-19

a. Selama Masa Pembatasan Sosial Berskala Besar

1) Pimpinan unit kerja atau Kepala UPT harus:

a)

d)

mewajibkan pegawai menggunakan masker sejak
perjalanan dari/ke rumah, dan selama di tempat
kerja;

melakukan pengukuran suhu dengan
menggunakan thermogun, dan sebelum masuk
menerapkan Self Assessment untuk memastikan
pegawai/tamu yang akan masuk kerja dalam
kondisi tidak terjangkit COVID-19. Formulir Self
Assessment tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat
Edaran ini;

menghindari pengaturan waktu kerja tidak terlalu
panjang (lembur) yang akan mengakibatkan
pekerja kekurangan waktu untuk beristirahat
yang dapat menyebabkan penurunan sistem
kekebalan/ imunitas tubuh;

memfasilitasi tempat kerja yang aman dan sehat
sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri
Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020
tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Tempat
Kerja  Perkantoran dan Industri dalam
Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi

Pandemi; dan



melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai
COVID-19 kepada seluruh pegawai dan keluarga
yang memuat materi yang dapat diakses pada

www.covid19.go.id melalui media daring dan

luring.

Pegawai yang bekerja dari rumah (work from home)

harus:

a)

b)

melakukan prosedur pencegahan dan
pengendalian COVID-19 sebagaimana diatur
dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020
tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Tempat
Kerja  Perkantoran dan Industri dalam
Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi
Pandemi; dan

melaporkan kondisi kesehatan setiap hari melalui

laman www.intranew.kemenperin.go.id.

b. Pasca Pembatasan Sosial Berskala Besar

1)

Pimpinan unit kerja atau Kepala UPT harus:

a)

b)

memperhatikan informasi terkini serta himbauan
dan instruksi Pemerintah terkait COVID-19 di
wilayahnya, serta memperbaharui kebijakan dan
prosedur terkait COVID-19 di tempat kerja sesuai
dengan perkembangan terbaru;

mewajibkan semua pegawai menggunakan
masker selama di tempat kerja, selama perjalanan
dari dan ke tempat kerja, serta setiap keluar
rumah;

memberikan larangan masuk kerja bagi pegawai,
tamu /pengunjung yang memiliki gejala
demam /nyeri tenggorokan/batuk/pilek/sesak
nafas. Pegawai diberi kelonggaran untuk
menunjukkan surat keterangan sakit apabila
tidak dapat hadir lebih dari 1 (satu) hari;



h)

j)

menyediakan area/ruangan tersendiri untuk

observasi pegawai yang ditemukan gejala saat

dilakukan skrining;

menerapkan hygiene dan sanitasi lingkungan

kerja;

melakukan rekayasa engineering pencegahan

penularan seperti pemasangan pembatas atau

tabir kaca bagi unit kerja yang melakukan

pelayanan langsung kepada masyarakat atau

Perusahaan Industri;

menerapkan self assessment bagi pegawai pada

h-1 sebelum masuk kerja dan tamu;

penerapan hygiene dan sanitasi lingkungan kerja:

i.  selalu memastikan seluruh area kerja bersih
dan higienis dengan melakukan pembersihan
secara berkala menggunakan pembersih dan
desinfektan yang sesuai (setiap 4 jam sekali).
Terutama handle pintu dan tangga, tombol
lift, peralatan kantor yang digunakan
bersama, area dan fasilitas umum lainya;
dan

ii. menjaga kualitas udara tempat kerja dengan
mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar
matahari masuk ruangan kerja, pembersihan
filter AC;

menerapkan physical distancing;

jika tempat kerja merupakan gedung bertingkat

maka untuk mobilisasi vertikal lakukan

pengaturan sebagai berikut:

i.  pengaturan jumlah pegawai yang masuk agar
memudahkan penerapan physical distancing;

ii. pada pintu masuk, agar pegawai tidak
berkerumun dengan mengatur jarak antrian.
Beri penanda di lantai atau poster/banner

untuk mengingatkan;



iii.

iv.

jika tempat kerja merupakan gedung

bertingkat maka untuk mobilisasi vertikal

lakukan pengaturan sebagai berikut:

e penggunaan lift: batasi jumlah orang
yang masuk dalam lift, buat penanda
pada lantai lift dimana penumpang lift
harus berdiri dan posisi saling
membelakangi;

° penggunaan tangga: jika hanya terdapat
1 jalur tangga, bagi lajur untuk naik
dan untuk turun, usahakan agar tidak
ada pegawai yang berpapasan ketika
naik dan turun tangga. Jika terdapat 2
jalur tangga, pisahkan jalur tangga
untuk naik dan jalur tangga untuk
turun; dan

° lakukan pengaturan tempat duduk agar
berjarak 1 meter pada meja/area kerja,
saat melakukan meeting, di kantin, saat
istirahat, dan lain lain;

jika memungkinkan, menyediakan
transportasi khusus pegawai untuk
perjalanan pulang pergi dari
mess/perumahan ke tempat kerja, sehingga
pegawai tidak menggunakan transportasi
publik;

petugas kesehatan /petugas K3 /bagian

kepegawaian melakukan pemantauan

kesehatan pegawai secara proaktif:

e  sebelum masuk kerja, terapkan self
assessment risiko COVID-19 pada
seluruh pegawai untuk memastikan
pegawail yang akan masuk kerja dalam
kondisi tidak terjangkit COVID-19;

o selama bekerja, masing-masing kepala

bagian/kepala subbagian yang



membidangi kepegawaian melakukan
pemantauan pada semua pegawai jika
ada yang mengalami
demam/batuk/pilek;

° mendorong pegawai untuk mampu
deteksi diri sendiri (self monitoring) dan
melaporkan apabila mengalami
demam/sakit tengorokan/batuk/pilek
selama bekerja; dan

° bagi pegawai yang baru kembali dari
perjalanan dinas ke negara/daerah
terjangkit COVID-19, diwajibkan
melakukan karantina mandiri di rumah
dan pemantauan mandiri selama 14
(empat belas) hari terhadap gejala yang
timbul dan mengukur suhu 2 (dua) kali

sehari.

2) Pegawai harus:

a)

b)

selalu menerapkan Germas melalui Pola Hidup
Bersih dan Sehat sebagaimana diatur dalam
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor HK.01.07/MENKES/ 328/2020 tentang
Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja
Perkantoran dan Industri dalam Mendukung
Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi,
baik dalam perjalanan ke dan dari tempat kerja,
selama di tempat kerja, dan saat tiba di rumah;
tingkatkan daya tahan tubuh dengan konsumsi
gizi seimbang, aktifitas fisik paling sedikit 30
menit per hari, istirahat cukup (tidur paling
sedikit 7 jam), berjemur di pagi hari; dan

lebih berhati-hati apabila memiliki penyakit
degeneratif seperti diabetes, hipertensi, gangguan
paru dan gangguan ginjal atau kondisi

immunocompromised/penyakit autoimun dan
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kehamilan. Upayakan penyakit degeneratif selalu
dalam kondisi terkontrol.

c. Prosedur bagi Unit Kerja atau Unit Pelaksana Teknis dalam
hal terdapat Pegawai yang Terkena OTG, ODP, PDP, atau
Konfirmasi COVID-19 di Tempat Kerja
Apabila menemukan atau mendapat informasi megnenai
pegawai yang memenuhi kriteria sebagai OTG, ODP, PDP,
atau telah terkonfirmasi COVID-19, pimpinan unit kerja
dan Kepala UPT harus:

1) segera melaporkan dan berkoordinasi dengan
Puskesmas atau Dinas Kesehatan setempat;

2) melakukan identifikasi kontak pegawai dengan kriteria
PDP di tempat kerja yaitu mengidentifikasi orang-
orang/pegawai lain yang memiliki riwayat berinteraksi
dengan pegawai ODP, PDP, atau konfirmasi positif
dalam radius 1 meter sesuai pedoman pencegahan dan
pengendalian COVID-19 (www.covid19.kemkes.go.id);
dan

3) segera lakukan pembersihan dan desinfeksi pada
ruangan/area kerja yang terkontaminasi pegawai sakit
ODP, PDP atau konfirmasi positif COVID-19). (Panduan
desinfeksi dapat dilihat pada laman
www.covid19.kemkes.go.id).

Pegawai yang teridentifikasi sebagai OTG, ODP, PDP, atau

telah terkonfirmasi COVID-19 harus mengikuti prosedur

tindak lanjut sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri
Kesehatan Republik Indonesia Nomor
HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan
Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri
dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi
Pandemi.

Pelaporan Kesehatan Pegawai

Setiap pegawai melaporkan kondisi kesehatannya melalui
Aplikasi Pemantauan Kesehatan Pegawai dengan cara sebagai
berikut:
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a. buka intranet Kementerian Perindustrian
(intranet.kemenperin.go.id);

b. pilih menu “Intranew”;

c. lalu pilih menu “Pemantauan Kesehatan Pegawai”,

d. isi setiap pertanyaan sesuai kondisi yang dirasakan; dan

e. setelah semua pertanyaan terisi, klik “Simpan”.

F. Penutup
Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 5 Juni 2020 sampai
dengan berakhirnya masa kedaruratan kesehatan masyarakat Covid-
19.

Demikian, agar Surat Edaran ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-
baiknya. Atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima

kasih.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 27 Mei 2020

a.n. MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

HMAD SIGIT DWIWAHJONO

Tembusan Yth.:

Menteri Perindustrian.
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LAMPIRAN

SURAT EDARAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI
DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN
COVID-19 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PERINDUSTRIAN

Formulir Self Assessment
Resiko COVID-19

Nama

Nomor Induk Kependudukan
Nomor ID Kepegawaian
Satuan kerja/Bagian /Divisi

Tanggal

Demi kesehatan dan keselamatan bersama di lingkungan Kementerian Perindustrian, anda harus
mengisi table di bawah ini dengan sebenar-benarnya.

Dalam 14 {empat belas) hari terkahir, Anda pernah melakukan aktifitas:

Jika Ya, Skor Jika Tidak,
No. Aktifitas Ya Tidak yang Skor yang
Diberikan* Diberikan*

1. keluar rumah atau pergi ke 0]
tempat umum seperti pasar,
fasyankes, kerumunan
orang, dan lain-lain

2. menggunakan transportasi 0
umum

3. melakukan perjalanan ke 0
luar kota/internasional
(wilayah yang terjangkit

Covid-19 atau zona merah)

4. mengikuti kegiatan yang 0
melibatkan orang banyak

5. memiliki riwayat kontrak 0
erat dengan orang yang
dinyatakan ODP, PDP, atau
terkonfirmasi Covid-19
(berjabat tangan, berbicara,
berada dalam satu
ruangan/satu rumah)

6. pernah mengalami 0
demam /batuk/pilek/sakit
tenggorakan /sesak dalam
14 (empat belas) haru
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* petunjuk pengisian skor:

0 = Resiko Kecil
1- 4 = Resiko Sedang
> B = Resiko Besar
TINDAK LANJUT:

Risiko besar, agar dilakukan investigasi dan tidak diperkenankan masuk
bekerja. Pekerja dilakukan pemeriksaan RT-PCR, jika tidak tersedia dapat
dilakukan Rapid Tes oleh petugas kesehatan /fasyankes setempat.

Risiko kecil - sedang, diperbolehkan masuk bekerja namun dilakukan
pemeriksaan suhu di pintu masuk tempat kerja. Apabila didapatkan suhu
> 37,3°C agar dilakukan investigasi dan pemeriksaan petugas kesehatan.
Jika dipastikan pekerja tidak memenuhi kriteria OTG, ODP atau PDP.
Pekerja dapat masuk bekerja.

a.n. MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

AGKIMAD SIGIT DWIWAHJONO



